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ABSTRAK

Untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pertambangan, pemerintah berwenang
memberikan Kuasa Pertambangan yang mana setelah UU No. 4 tahun 2009
keluar, kuasa pertambangan kini berupa Izin Usaha Pertambangan. Menurut
Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan
Izin Usaha Pertambangan Minera dan Batubara, bahwasanya setiap IUP harus
berstatus/bersertifikasi Clear and Clean (CNC) agar usaha pertambangan tersebut
dapat dilaksanakan. Di Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 26 (dua puluh enam)
pemegang IUP Non-CNC dimohonkan untuk dicabut Ilzin Usaha
Pertambangannya. Berdasarkan putusan PTUN nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG,
permohonan pemohon diterima, serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan
keputusan pencabutan izin usaha pertambangan Non Clear and Clean yang masih
aktif dan habis masa berlakunya terhadap 26 (dua puluh enam) lzin Usaha
Pertambangan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak keseluruhan IUP yang
putuskan untuk dicabut, dieksekusi oleh Termohon. Dengan demikian, rumusan
masalah yang timbul yakni bagaimanakah pelaksanaan putusan PTUN Padang
nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang pencabutan izin usaha pertambangan
serta apa sgja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan PTUN Padang
nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang pencabutan izin usaha pertambangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Padang mengena pencabutan lzin Usasha Pertambangan dan
mengetahui kendala apa sgja yang ditemukan dalam pel aksanaan putusan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data
yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara
studi dokumen dan wawancara dengan pegawai/ pimpinan Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan
penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pelaksanaan putusan tidak
bisa dilakukan secara sempurna jika dilihat dari amar putusan. Dimana yang
menjadi faktor kendala putusan tersebut tidak dapat dilakukan secara sempurna
adal ah disebabkan dari duafaktor, yang pertama faktor internal, yakni berasal dari
putusan itu sendiri dan berasal dari pemahaman pegawai Dinas ESDM mengenal
konsen Clear and Clean itu sendiri. Dan yang kedua yakni faktor eksternal, yakni
dimana kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
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